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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat.
Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk
membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semuawajib pajak
bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin
besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pgak. Karena sumber pendapatan
terbesar Indonesia berasal dari sektor pgjak. Untuk meningkatkan penerimaan Pagjak
diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang
perpajakan.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mengemukakan Pajak adalah
iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan
dan yang digunakan membayar keperluan umum. Pajak yang berlaku di Indonesia
dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak
yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh
Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Pajak-pajak Pusat yang dikelola
oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pgak Penghasilan (PPh) adalah paak langsung dari pemerintah pusat yang
dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik
Indonesia.

2. Pgjak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi
Barang Kena Pgjak atau Jasa Kena Pgjak di dalam Daerah Pabean. Orang pribadi,
perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pgak atau
Jasa Kena Pgjak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setigp barang dan jasa adalah
Barang Kena Pgjak atau Jasa Kena Pgjak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-
undang PPN.
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3. Pgak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN, atas

barang-barang kena pagak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan

PPnBM. Barang Kena Pgjak yang tergolong mewah adalah :

a

b.

C.

Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok

Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu

Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan
tinggi

Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

Jka dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta
mengganggu ketertiban masyarakat.

Pgak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

daerah. Pemungutan paak daerah oleh pemerintah daerah propins maupun
kabupaten/kota diatur oleh undang-undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah

sebagaimama yang ada dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 antara lain

sebagai beriku :

(1) Jenis Pajak Propins :
a. Pgak Kendaraan Bermotor;
b. BeaBalik NamaKendaraan Bermotor;
c. Pgak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pgak Air Permukaan; dan
e. Pgak Rokok.
(2) Jenis Pajak kabupaten/kota :
a. Pgak Hotdl;
b. Pgak Restoran;
c. Pgak Hiburan;
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d. Pgak Reklame;
e. Pgak Penerangan Jalan;

—

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah

Pgjak Sarang Burung Walet;

j.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

> @

Pagak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasiond
dalam rangka peningkatan kesgahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut
pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada
berbagai jenis pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa
diantaranya Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis-
jenis pgak sangat potensil dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam
rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu
aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain
dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah
ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak
maupun non paak. Penghasilan dari sumber paak meliputi berbaga sektor
perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pgjak Bumi
dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup
potensil dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor
pajak lainnya sangat besar. Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan
yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekuranga-
kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat
dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewagjibannya. Sejalan
dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi

pada pemerintah bawahannya seperti camat, kepala lurah dan desa dengan
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memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian
pajak bumi dan bangunan dalam tahun pagjak berjalan.

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu
ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah
sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah
satu kewagjiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif
dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari
warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan
penagihannya. Pemerintah dan aparatur pajak hanya berkewgiban membina,
meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan. Salah
satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah Self
Assessment System Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya
untuk melaksanakan kewagjiban perpgakannya yaitu Wajib Pagak harus aktif
menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pgak yang terutang kepada Kantor
Pelayanan Pgjak. Self Assessment System memungkinkan adanya Wajib Pagjak tidak
melaksanakan kewagjiban perpgakannya secara balk akibat dari kelaaian,
kesenggjaan atau mumgkin  ketidaktahuan para Wajib Pagak atas
kewgjiban perpgakannya. Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah
diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak, maka agar Self Assessment System ini
berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi
dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib
Pgjak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pgjak dalam
hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewgjiban perpajakannya dari
segi formal dan material. Kepatuhan dalam hal waktu, seorang Wajib Pajak mungkin
selalu membayar kewgjibannya secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar
secaraterlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh.

Dengan adanya sistem self assessment , telah diberikan kepercayaan
penuh kepada masyarakat Wajib Pgak untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat
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cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak
mel aksanakan kewajiban membayar pajaknya sesuai ketetapan pajak yang diterbitkan
sehingga terjadi tunggakan pajak. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi
dua, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif dilakukan melalui
Surat Tagihan Pgjak atau Surat Ketetapan Pgjak. Sebagaimana dijelaskan dalam UU
No0.28 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (3), Surat Tagihan Pgak, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pgjak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pgjak yang harus dibayar bertambah,
harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sgjak tanggal diterbitkan. Dan pada
pasal 9 ayat (3a) dijelaskan Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pgjak di daerah
tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilunasi maka akan dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan, dan bagian bulan dihitung penuh satu
bulan, sebagaimana disebutkan dalam UU KUP Pasal 19 ayat (1), Apabila Surat
Ketetapan Pgjak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pgjak Kurang Bayar Tambahan,
serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding
atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanks administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari
tanggal jatuh tempo sampal dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya
Surat Tagihan Pgjak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Selain
dengan penagihan pasif, dapat pula dilanjutkan dengan penagihan aktif atau yang
lebih dikenal dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
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Penagihan pajak aktif atau penagihan pgak dengan Surat Paksa dilakukan
diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah
dengan Undang-Undang No0.19 tahun 2000. Penagihan pajak aktif merupakan
kelanjutan dari penagihan pagjak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus
berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan
pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan
lelang. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunas utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan
Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Utang Pajak adalah pajak yang
masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan
yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sgenisnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpa akan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis
dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan
perhatian. Dalam prakteknya, contohnya pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Banyuwangi sering kali dijumpa adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang
tidak mempunyai kesadaran untuk membayar paak yang mengakibatkan tidak
dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan
pembayaran pgak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar,
peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan
jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya. Dalam hal ini peran serta masyarakat
Wagjib Pgjak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pgak berdasarkan ketentuan
perpgjakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai
adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana
mestinya. Maka tunggakan paak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan

penagihan pagjak yang mempunyai hukum yang memaksa.
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Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul
pajak bumi dan bangunan karena penulis ingin mengetahui prosedur penagihan pajak
bumi dan bangunan (PBB) pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi.
Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memilih judul “Prosedur Penagihan
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada
Dinas Pendapatan Daer ah Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasal ahan yang timbul adal ah:
Bagaimana Prosedur Penagihan Piutang Pgak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek KerjaNyata

Hasil Laporan Praktek Kerja Nyata ini mempunyai tujuan sebagai untuk
mengetahui Prosedur Pembayaran Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang
berwenang dalam memungut pagak daerah.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih
jelas mengenal Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan sistem
kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

b) Untuk memperoleh pengalaman kerja praktis mengenai Prosedur
Penagihan Piutang Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) pada kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;

c) Sebaga salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program
Studi Diploma Il Perpgakan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Mulyadi (1997 : 6) mengemukakan prosedur adalah suatu urutan kegiatan
klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi
berulang-ulang.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri
dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.
Kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan
untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar:

a) Menulis

b) Menggandakan

c) Menghitung

d) Memberi kode

€) Mendaftar

f) Memilih (mensortasi)
g) Memindah

h) Membandingkan

2.2 Pajak
2.2.1 Pengertian Pgjak

Paak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung
dapat ditunjukan dan yang digunakan membayar keperluan umum (Mardiasmo,
2011).
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Dari definisi pajak diatas dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur
sebagai berikut :

1. Pgak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara.
Y ang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat
maupun daerah. luran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.

2. Pgjak dipungut berdasarkan Undang-undang.
Sifat pemungutan pagak adalah dipaksakan berdasarkan Undang-undang
beserta peraturan pelaksanaanya.

3. Dadam pembayaran paak tidak ada kontraprestasi secara langsung dari
pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Seperti dikutip dari Rahman (2010 : 21) fungsi pajak mempunyai peranan yang
sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai
semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas

maka pajak mempunyal beberapafungs, yaitu :
1. Fungs anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungs untuk membiayai
pengel uaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh
dari penerimaan pgak. Dewasa ini pgjak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti
belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk
pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni

penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari
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tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang
semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungs mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun
luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka
melindungi produks dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi

untuk produk luar negeri.

3. Fungs stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan
yang berhubungan dengan stabilitas harga sehinggainflasi dapat dikendalikan. Hal ini
bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungs redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua
kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat
membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.

2.2.3 Wagjib, Subjek dan Objek Pajak
a. Wagjib Pgjak
Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan daerah diwagjibkan untuk melakukan pembayaran pajak

yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
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b. Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pgjak
Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang
bisa menimbulkan hutang paj ak.

2.2.4 Pengelompokan Pgjak
1. Pembagian pajak berdasarkan golongan
A. Pgjak langsung

Pgjak langsung adalah pgak yang langsung dibayar atau dipikul oleh Wajib
Pgjak, dan Pgjak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari Wgjib Pajak.
Menurut Meliala (2007:20) pajak langsung memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

a. Pengertian Administratif
1) Harusdibayar langsung oleh Wajib Pgjak
2) Dibayar secaraperiodik oleh Wgjib Pajak
b. Pengertian Ekonomi
1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga (Harus
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak)
2) Tidak dapat menaikan harga
B. Pgjak tidak langsung
Pgjak tidak langsung merupakan pgjak yang hanya di pungut ketika terdapat
peristiva atau perbuatan seperti pergerakan barang tidak bergerak, pembuatan akta
dan lain-lain, dan pgak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat
dialihkan pada orang lain. Dalam hal ini pemungutan pajak tersebut, pemerintah
menunujuk Wajib Pajak sebagai perantara pemungut pajak. Jadi yang benar-benar
menanggung atau menjadi pembayar pgjak yang sebenarnya adalah pihak ketiga atau
konsumen. Hal ini disebut destinaris pajak. Jenis pajak tidak langsung adalah wajib


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

paak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada Wajib Pgjak, dan pgak

ini mengalihkan pembayarannya kepada pihak ketiga.

Meleila (2007: 21) menyatakan bahwa pajak tidak langsung juga memiliki ciri-ciri
sebagal berikut :

b)

b)

a. Daam pengenaan administratif:
Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang dapat
menyebabkan dikenakannya pajak
b. Dalam pengertian ekonomis:
1) Dapat dilimpahkan pada orang lain
2) Dapat menaikan harga

Menurut sifat
Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,
dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pagjak Penghasilan
Pagak Objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pgjak Pertambahan Nilal dan Pgjak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut lembaga pemungutan
Pgak Pusat, adalah pgak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pgjak Penghasilan, Paak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Bea Materai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pgak daerah terdiri atas. Pgjak bumi dan bangunan ,pgak kendaraan bermotor,
dan sebagainya.
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2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pgak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenis dan potensinya
masing-masing. Meiliala (2007:15) mengemukakan bahwah tarif pgjak dibagi 4
(empat) macam yaitu :
a. Tarif Proporsionil

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki nila tetap. Dalam tarif ini objek pgak
yang digunakan sebagai dasar perhitungan.Contoh : Pgjak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Tarif Progresif

Tarif ini merupakan tarif yang persentase pengenaanya semakin meningkat
apabila objek pajaknya juga meningkat. Maka dengan tarif ini pajak akan bertambah
besar tidak sepadan melainkan berlipat ganda.Contoh : Undang-undang Pajak
Penghasilan pasal 17 .
c. Tarif Degresif

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki ciri-ciri persentase pengenaan paak
semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak.
d. Tarif Tetap

Tarif ini merupakan tarif yang jumlah pengenaanya tetap walapun objek
pajaknya berubah-ubah.Contoh : Bea Materai.

2.2.6 Asas Pemungutan Pagjak
Waluyo dan llyas ( 2000 : 10) menyatakan terdapat tiga asas yang digunakan
untuk memungut pajak:
a. Asas Tempat tingga
Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wagjib
Pajak berdasarkan tempat tinggl Wajib Pajak. Wajib pajak yang bertempat
tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri ( Pasal 4
Undang-undang Pgjak Penghasilan )
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b. AsasKebangsaan

C.

Pengenaan pgaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini
diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
untuk membayar pajak.

Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut paak atas penghasilan yang
bersumber dari suatu Negara yang memungut pagjak. Dengan demikian Wajib
Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak

di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.2.7 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:8) Hukum Pajak mengatur hubungan antara

pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pagak. Apabila

memperhatikan materinya, Hukum Pgjak dibedakan menjadi:

1

Hukum Pgjak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan,
perbuatan, peristiva hukum yang dikenakan pajak (objek paak), siapa
yang dikenakan pagjak (subjek pajak), besarnya pajak yang dikenakan,
segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang paak, dan hubungan
hukum antara pemerintah dan wajib pgak. Sebaga contoh: Undang-
undang Pajak Penghasilan.
Hukum Pgjak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum
materiil menjadi kenyataan, hukum pajak ini memuat, antaralain:

a. Tatacara penetapan utang pajak;

b. Hak-hak fiskus untuk mengawas wajib pagak mengenai keadaan,
perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

c. Kewgiban Wagiib  Pgak  sebaga contoh  penyelenggaraan
pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan
dan banding.
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2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan
pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan ada beberapa sistem yang
biasa digunakan. Diantaranya yaitu:
a. Official Assessment System
Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak kewenangan
sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang
terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah
pajak yang terhutang.
Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri dari Official Assessment System yaitu :
1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang;
2) Wadgjib pajak bersifat pasif;
3) Utang Pgak Timbul Setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus
Contoh Official Assessment System adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak
Kendaraan Bermotor.
b. Sef Assessment System
Salf Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan
sepenuhnya berada di wajib pajak. Sistem ini wajib pajak diharuskan untuk berperan
aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyetor, serta
mel aporkan sendiri pagjaknya.
Berikut Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak
sendiri;
2) Wajib Pgjak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang;
3) Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Contoh Self Assessment System adalah Pagjak Pertambahan Nilai (PPN), Pagak
Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNnBM).
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2.2.9 Syarat Pemungutan Pgjak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka
menurut mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesual dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksaanya yakni dengan memberikan hak
bagi wajib paak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pgak
dan mengajukn banding kepada Mgjelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Y uridis)

Di Indonesia, paak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan
jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
c. Tidak menggunakan perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan,sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
d. Pemungtan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutanya.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat
dalam memenuhi kewajiban perpgakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-
undang perpajakan yang baru.
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2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pgjak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pgak Daerah
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.3 Wagjib, Subjek dan Objek Pgjak Daerah

a Wagjib Pgak Daerah
Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pgjak Daerah
Subjek Pgjak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pgak
daerah.

c. Objek Pgak Daerah
Objek Pagjak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.
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2.3.4 Wewenang Pemungutan Pgjak Daerah
Kurniawan dan Purwanto (2006:47) mengemukakan bahwa kewenangan
pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi:
a. Pagjak daerah provinsi dan
b. Pgak daerah kabupaten atau kota

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutanya. Perbedaan
tersebut sebagai berikut:

a. Pgak provins kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah proving,
sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah
daerah kabupaten/kota.

b. Objek pajak kabupaten/kotalebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi
selain itu objek paak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan
peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang
ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui

perubahan dalam undang-undang.

2.3.5 Pengelompokkan Pajak Daerah
Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi 2 :
A. Pgak Provinsi
Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas :
1) Pgak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
2) BeaBaik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3) Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4) Pgak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
5) Pajak Rokok
B. Pagjak Kabupaten/Kota
Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah
daerah tingkat kabupaten/kota.
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Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kotaterdiri atas :
1) Pgak Hotdl;

2) Pgak Restoran;

3) Paak Hiburan;

4) Pajak Parkir;

5) Pgak Reklame;

6) Paak Sarang Burung Walet;

7) Pagak Penerangan Jalan;

8) Pagak Minera Non Logam dan Batuan (Galian C);
9) Pgak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10) Pagjak Air Bawah Tanah;

11) BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah
Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :
A. Pgak Propins :
1) Pgak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
2) BeaBaik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
3) Pagjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
5) Pajak Rokok 10%.
B. Pajak Kabupaten/Kota:
1) Pajak Hotel 10%;
2) Pgjak Restoran 10%;
3) Paak Hiburan 35%;
4) Pgjak Parkir 30%;
5) Pgjak Reklame 25%;
6) Pgak Sarang Burung Walet 10%;
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7) Pgak Penerangan Jalan 10%;

8) Pgak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;

9) Pagjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
10) Pgjak Air Bawah Tanah 20%;

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.4.1 Definisi Pgjak Bumi dan Bangunan

Siahaan (2013 : 553) mengemukakan Pgjak bumi dan bangunan adalah pajak
atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang
meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan
atau perairan pedalaman dan atau laut.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dasar hukum, yaitu:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

c. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012

Tentang Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
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2.4.3 Objek, Subjek dan Wgjib Pgjak Bumi dan Bangunan
a. Objek Pgjak Bumi dan Bangunan
Darwin (2013 : 7) mengemukakan objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi

dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut
wilayah Indonesia. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan
atau dilekatkan secara tetap pada dan/ atau perairan. Dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/ atau perairan mengandung arti bahwa konstruksi teknis yang tidak
dilekatkan secara tetap berarti bukan merupakan objek paak, sehingga kapal -kapal
dilaut atau di sungai yang selalu bergerak bukan merupakan objek pajak. Namun
restoran / rumah makan dan warung-warung terapung yang keberadaannya tetap pada
suatu perairan merupakan objek pajak dimana keluasan bumi diperhitungkan melalui
keluasan permukaan air yang digunakan untuk tempat objek-objek yang terapung
tersebut.
b.Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan
atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat bangunan.
c.Wagjib Pgjak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau
memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar pgjak bumi dan
bangunan yang terutang setiap tahunnya. Pajak bumi dan bangunan harus dilunasi

paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2.4.4 Dasar Penghitungan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dasar
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pengenaan paak bumi dan bangunan adalah Nilai Jua Objek Paak (NJOP).
Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu
dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan
besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Kepala
Daerah. Cara penghitungan Pgak Bumi dan Bangunan, yaitu besarnya pokok paak
bumi dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan
dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak.
Besarnyatarif pajak bumi dan bangunan di tetapkan sebagai berikut:
1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2%

(nol koma dua persen) per tahun.

2.4.5 Tahun Pgjak, Saat dan Tempat Pgjak Terutang
a. Tahun Pgjak

Siahaan (2013 : 564) mengemukakan tahun pajak bumi dan bangunan adalah
jangka waktu satu tahun kalender. Pgjak bumi dan bangunan (PBB) dikenakan untuk
jangka waktu satu tahun pgjak. Dengan demikian, pajak terutang yang dikenakan atas
objek pajak untuk tahun pajak 2014 berarti PBB terutang untuk jangka waktu 1
januari sampai dengan 31 Desember 2014.
b.Saat dan tempat pajak terutang

Siahaan (2013 : 564) saat terhutangnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah
menurut keadaan objek padatanggal 1 januari. Penentuan tanggal 1 januari ini sangat
terkait dengan ketentuan tentang tahun pajak, yang menggunakan tahun kalender.
Tahun kalender selalu dimulai pada tanggal 1 januari tahun berjalan maka tentunya
saat yang menentukan pgak terutang juga tangga 1 januari. Sebagai contoh untuk
tahun pajak 2014, yang menjadi saat yang menentukan pajak terutang adalah tanggal
1 januari 2014. Pagjak bumi dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah
kabupaten/kota yang meliputi letak objek pgak. Hal ini terkait dengan kewenangan
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pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas bumi dan bangunan yang
berlokasi dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.5 Akuntansi Pajak
25.1 Definisi Akuntansi Pajak

Menurut Meliala (2007:29) akuntans adalah  proses pengidentifikasi,
pencatatan, penyampaian dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan
pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa akuntansi pajak adalah proses
kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penygjian yang berkaitan
dengan perhitungan perpagjakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-
undangan perpajakan beserta aturan pel aksanaannya.

2.5.2 Tujuan Utama Akuntansi

Dadam Meliaa (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menygikan
informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (Bussines
Enterprise) yang hasilnya berupa |l aporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan
yang terdiri atas.

a. Laporan pendapatan

b. Neraca

c. Laporan perubahan modal
d. Laporan aruskas

2.6 Penagihan Pajak

Zuraida dan Advianto (2011: 37) mengemukakan penagihan pagak adalah
serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
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melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita

2.6.1 Dasar Penagihan

Kurniawan dan Purwanto (2006 : 130) mengemukakan Dasar Penagihan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) adalah :

1. Surat Pemberitahuan Pgjak Terutang (SPPT)
2. Surat Ketetapan Pgjak (SKP)
3. Surat Tagihan Pgjak (STP)

2.6.2 Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak daerah yang terutang

Kurniawan dan Purwanto (2006 : 134) mengemukakan jatuh tempo
pembayaran pajak daerah yang terutang sebagal berikut:

1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
pajak daerah paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak.

2. Surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pagjak daerah kurang bayar, surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak daerah, surat
keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang
menyebabkan jumlah pgak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama satu bulan sgjak tanggal diterbitkan.

3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan

keputusan kepal a daerah.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sgarah Singkat

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan Bupati Banyuwangi No. 17 Tahun 2009
tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas pendapatn dan pengelolaan
keuangan kabupaten Banyuwangi (struktur organisasinya seperti terlihat pada
lampiran 1). Tugas pokok dari Dinas ini adalah melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pendapatan dan pengelolaan keuangan
Daerah. Sesuai peraturan bupati Banyuwangi No. 17 Tahun 2009, fungsi Dinas
Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah kabupaten Banyuwangi menjadi
sangat berat, karena menangani 4 (empat) fungsi sekaligus, yakni fungs
kedisiplinan,fungsi kekasdaan, fungsi keuangan, dan fungsi pengelolaan pasar.
Karena beratnya beban tugas tersebut, tugas-tugas pengelolaan Daerah kurang
mendapatkan perhatian maksimal. Hal ini menjadi lebih berat dengan dihapuskannya
UPTD Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah dan UPTD pengelolaan
pasar. Oleh karenanya kedepan agar fungsi pelayanan dan pengelolaan pasar dapat
berjalan dengan baik, sebaiknya dibentuk SKKPD tersendiri. Dengan dikeluarnya
urusan pasar, maka diharapkan penanganan tugas-tugas Pendapatan dan pengelolaan
keuangan Daerah menjadi lebih maksimal tentunya dengan menghidupkan kembali
UPTD di setiap kecamatan.

Tahun 2011 adalah merupakan tahun penuh tantangan dan sekaligus peluang,
hal ini seiring dengan lahirnya undang-undang No. 28 tahun 2009 sebagai pengganti
undang-undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
n0. 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi Daerah. Ada beberapa anamah dari UU
ini yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota mulai tahuan 2011 sampai dengan
kabupaten/kota dari 7 jenis pajak menjadi 11 paak. Adapun jenis pgak yang
diserahkan ke kabupaten/kota pajak air tanah, apajak sarang burung wallet, perolehan

25
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hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pgak bumi dan bangunan (PBB).
Sedangakn retribusi dari 25 jenisretribusi menjadi 30 jenisretribusi daerah.

Dengan adanya tambahan penyerahan wewenang pemungutan pajak daerah
retribusi daerah tersebut tentunya harus di imbangi dengan keseimbangan sarana dan
prasarana, sumberdaya manusia serta perangkat lunak dan kerasnya. Itulah sebabnya
tugas-tugas Dinas semakin berat. Namun dipihak lain juga akan dapat meningkatkan
Pendapatan Daerah.

Pada fungsi keuangan perlu adanya penggabungan dengan fungsi pengelolaan
Asset Daerah dan masuk SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah. Hal ini agar memudahkan dalam penyusutan aktiva tetap maupun aktiva
lancar pada neraca daerah. Dimana selama ini  pengelolaan Asset masih di tangani
oleh bagian perlengkapan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Terkait dengan hal itu, untuk tahun anggaran 2011 perlu direncanakan adanya
program dan kegiatan untuk mendukung percepatan pelaksanaannya, baik
menyangkut sarana gedung, peraatan kerja, perangkat lunak dan keras (software dan
hardware), peraturan Daerah dan penyiapan sumber daya manusia. Fungsi tercantum
dalam peraturan Daerah no. 12 tahun 1991 sebagai berikut :

a. Sebaga unsur Daerah pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan
Daerah sesual dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan
Daerah.

b. Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Daerah, Sedangkan Bidang
Administrasi dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah.
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3.2  Struktur Organisas

Struktur Organisasi dalam perusahaan adalah kerangka kerja yang
menunjukkan hubungan antara bagian tugas dan tanggungjawab, sehingga jelas
kedudukan dan tanggungjawab dalam mencapai tujuan bersama. Tepat tidaknya suatu
struktur organisasi suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas
usaha dan terhadap perkembangan usahanya.

Adapun struktur organisas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi dijelaskan dalam gambar berikut :
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STRUKTUR ORGANISAS

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS

H. SOEDIRMAN, S.Sos, MM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NIP. 19560128 198102 1 001

SEKRETARIS

ABDUL FARUQ ERIYONO, SE

NIP. 19620202 198303 1 026

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

KASUBAG PENYUSUN PROGRAM

Dra. ERNAWATI PUJI H

LILIK MURTOSIYAH, S.AP

HADI SANTOSO, SE

NIP. 19680417 199203 2 005

NIP. 19591030 198003 2 002

NIP. 19660605 199602 1 002

KABID PENDATAAN DAN PENETAPAN

KABID PENAGIHAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN

EDI SIWANTO, SE, M.Si

Dra. FRANSCISKA SUDARMI, M.Si

KABID PBB DAN BPHTB

NIP. 19610321 198203 1 003

NIP. 19660425 1995 2 002

Drs. GANI FIANTO, MSi

KABID PENGELOLAAN PASAR

NIP. 19631112 199203 1 006

SRI WIDIYANTO, SH

KASI PENDATAAN

KASI PENAGIHAN

NIP. 19660912 198503 1 001

Drs. SISWOYO —]

NIP. 19591214 198503 1 012

MAHFUD, SP

KASI PBB

KASI RETRIBUSI DAN PERIZINAN

SUTEDJO PURWODIREJO, MAP

PRIYONO, SH, MM

NIP. 19620706 198603 1 020

NIP. 19670920 199103 1 006

NIP. 19860421 198903 1 013

KASI PENETAPAN

KASI PENGENDALIAN OPERASIONAL

ARMI ASTUTI, SH

TRI KUSUMA WIJAYA, S.STP

KASI BPHTB

KASI PEMELIHARAAN, KEBERSIHAN, DAN KETERTIBAN

NIP. 19680317 199403 2 011

NIP. 19840229 200212 1 001

SUMARYONO, SAP

ACHMAD PRIJANTO, S.Sos

NIP. 19601120 198602 1 003

NIP. 19590824 198602 1 003

KASI PELAPORAN

Dra. RR SOEPRAPTI

| NIP. 19590310 198603 2 010 |

UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015

8¢
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Tugas dan Tanggungjawab
Dengan gambaran struktur organisas perusahaan dapat saya jelaskan

mengenai alur pekerjaan masing-masing seksi dalam bidang PBB dan BPHTB antara

lain:

34

a

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh Dinas yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi.

Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan pelayanan Administrasi pada suatu organisas
dalam lingkup Dinas Pendapatan dalam menyelenggarakan tugas, maka sub
bagian TU di dukung oleh urusan umum, urusan kepegawaian dan keuangan.
KepalaBidang PBB dan BPHTB

Mempunya tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasiond
peningkatan dan optimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari
sektor Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan bangunan (BPHTB).

Kepala Seks PBB

Mempunya tugas membantu Kepala Bidang PBB dan Penerimaan Lain-lain
dalam melaksanakan verifikasi PBB.

Kepala Seks BPHTB

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Penerimaan Lain-
lain dalam melaksanakan verifikasi BPHTB.

Personalia
Adapun susunan personaia di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1

2.
3.

KepalaDinas Pendapatan Daerah  : H. Soedirman, S.Sos, MM

Sub Bagian Tata Usaha : Dra. Ernawati Puji H
KepaaBidang PBB dan BPHTB : Drs. Gani Fianto, MSi
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Kepala Seks PBB : Sutedjo Purwodirgjo, MAP
Kepala Seks BPHTB : Sumaryono, SAP

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam

kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi.

adalah:

3.6

O N o o k~ W NP

Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Gedung

Alat tulis kantor
Komputer

Ruang penyimpanan uang
Lahan parkir

Mesin penghitung uang
Mushola

Kursi tunggu bagi nasabah

Lokas dan Tata L etak
Lokas Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi yang digunakan untuk tempat

Magang/Kerja Industri (MKI) terletak di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur-Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi:

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 140
Telepon : (0333) 418818-418621
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BAB 4. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md ), khususnya di bidang perpgjakan. Dengan
adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan
Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal
100 sksdari jumlah total 114 sks yang harus disel esaikan.

Pel aksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara
maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instans
yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan
program yang tel ah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan,
antaralain:

a. Pembekaan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan
yang dilakukan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek
Kerja Nyata. Dalam hal ini Ketua Prodi Perpgjakan dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan Praktek Kerja Nyata.

b. Observas

Observasi di lokas Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan
proposal kepada instansi, apabila instans bersedia menerima, maka selanjutnya
memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada
instansi;

c. Penentuan Lokas Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata
diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata
yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperas. Mahasiswa dalam
mel aksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat

31


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

yang telah ditentukan, . Selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek
KerjaNyata yang telah ditentukan.
d. Permohonan Praktek Kerja Nyata

Pada tahap ini, mahasiswa membuat proposa sebanyak 3 (empat) rangkap yang
ditujukan untuk instansi, serta beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh Fakultas
meliputi KRS, LHS, dan KTM sebanyak 3 lembar. Kemudian dibuatkan surat
pengantar oleh Prodi D3 Perpgakan sebagal permohonan magang di Instansi.
Setelah mendapat persetujuan dari Pembantu Dekan |, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi
Diploma Il Perpgakan. Mahasiswa mengaukan proposal pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi . Apabila instans menyetujui permohonan magang
yang digjukan maka akan dibuatkan surat balasan tentang kesediaan pelaksanaan
kegiatan Praktek Kerja Nyata di instansi tersebut melalui yang digukan kepada
Fakultas Ilmu Sosid dan IImu Politik Universitas Jember. Setelah itu Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan surat balasan telah diterima
magang.
e. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Setelah diterimanya surat balasan dari instansi tersebut, maka Fakultas akan
mengeluarkan Surat Tugas untuk mahasiswa sebagali pengesahan pelaksanaan
Praktek Kerja Nyata. Selanjutnya mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata
padainstansi yang dipilihnya

4.2 Lokas dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
4.2.1 Lokas Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di  Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi yang berlokas di Jalan Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 140
Banyuwangi.
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4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesual dengan surat tugas yaitu
dimulai dari tanggal 16 Februari sampai dengan 20 Maret 2015 di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyataini dilakukan sesuai dengan jam kerja di
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember

Hari Kerja Jam Kerja | stirahat
Senin /d Kamis 07.00 - 15.30 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Jum’at 07.00 - 15.00 WIB 11.00- 13.00 WIB
Sabtu& Minggu Libur Libur

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan
dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode interview atau
dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang
bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi. Selain itu juga tidak
lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan

khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber- sumber lainnya.

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata
Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan

beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

sebagal berikut :
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Tabel 4.2 : Kegiatan yang dilakukan secaraterjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Kegiatan Hasll Penanggung
Pelaksanaan Jawab
(a) (b) (© (d)
Senin, 16 1. Penulis . Penulis Diterima Dra.  Ernawati
Februari 2805 menemui Bu untuk Praktek Kerja UL
Erna dan Nyata
diterima untuk
Praktek Kerja 2. Penulis mendapatkan
Nyata (PKN) di tempat di bidang
Dinas pagak bumi dan
Pendapatan bangunan
Dagerah
Kabupaten
Banyuwangi . Mengenal kepala
2. Penempatan bagian dan karyawan
kegiatan yang
telah ditentukan 4. Memulai Praktek
yaitu dibidang kerjanyata
pajak bumi dan
bangunan
3. Pengenalan
dengan kepaa
bagian dan
karyawan
4. Melakukan
Praketk Kerja

Nyata



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

35

(@)

(b)

(©

(d)

Sharing terkait 4. Mengetahui macam- Sutedjo
Selasalj macam-macam macam pagak yang Purwodirejo,
Februari 2015 MAP

paak di Dinas ada di Dispenda di

Pendapatan Kabupaten

Banyuwangi banyuwangi dan

Serta  terkait mengetahuli pajak

pajak bumi dan bumi dan bangunan

bangunan

Membantu

membuat surat

. Apel Pagi 1. Mengetahui Paak Drs. Gani
Rabu, 1§3 bumi dan bangunan Fianto, M. Si
Februari 2015
. Mempelgari dan peraturanya.

tentang paak

daerah dan

peraturanya.
Jum’at, 20 . Ape pagi 1. Mengetahui bahwa Drs. Gani
Februari 2015 . Memperoleh oo Dinas Fianto, M. Si

data  tentang Pendapatan Daerah

gambaran Kabupaten

umum  kantor Banyuwangi

Dinas melakukan kegiatan

Pendapatan perpajakan

Daerah khususnya PBB.

Kabupaten

Banyuwangi
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(a) (b) (© (d)
Senin, 23 1. Mempegari 1. Mengetahui prosedur Drs. Gani
Februari 2015 orosedur psiak  bumi  dan Fianto, M. Si

tentang paak bangunan.

bumi dan 2. Mengetahui cara

bangunan. perhitungan pajak

bumi dan bangunan
2. Mempegari berdasarkan

cara ketentuan dan tarif

perhitungan yang berlaku

pajak bumi dan

bangunan

berdasarkan

ketentuan dan

tarif yang

berlaku.
Selasa, 24 1. Membantu 1. Mengentri data Arif Wahyudi
Febilian 2888 mengentri data mutas Pgjak Bumi

mutas  Pagjak dan Bangunan

Bumi dan

Bangunan
Rabu, 25 1. Apel pagi 1. Mengetahui lebih Drs. Gani
gequan 2018 2. Sharing terkait jelas tentang Pajak Hanto, M=

Pajak bumi dan bumi dan bangunan

bangunan
Kamis, 26 1. Apd pagi 1. Mengentri data Wajib Arif Wahyudi
Februari 2015 2. Mengentri data Paak baru Pgak

Wgib  Pgjak

bumi dan bangunan
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baru Pgjak bumi
dan bangunan
Jum’at, 27 1. Senam Pagi . Mengarsip surat Bisma Nur
Februari 2015 _ setoran pajak CahyaS. AP
2. Mengarsip _ '
terutang pajak bumi
Surat  Setoran
, dan bangunan
Pajak terutang
pajak bumi dan
bangunan
Senin, 02 Maret 1. Mengarsip . Mendapatkan  data Drs. Gani
2015 SSPT  pajak  terkait Visi dan Mis ato:M.S
bumi dan Dinas  Pendapatan
bangunan Kabupaten
Banyuwangi.
. Mendapatkan
data terkait Visi
Misi Dinas
Pendapatan
Kabupaten
Banyuwangi
Selasa, 03 1. Apd pagi . Mendapatakan data Drs. Gani
. : Fianto, M. Si
Maret 2015 . Meminta data terkait Struktur

terkait Struktur
Organisasi
Dinas
Pendapatan
Kabupaten
Banyuwangi.

organisasi dan tugas-
tugasnya Dinas
Pendapatan
Kabupaten

Banyuwangi
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(a) (b) (©) (d)

Rabu, 04 Maret 1. Mengarsip . Mengarsip SSPT Bisma Nur
2015 SSPT  paak  paak bumi  dan CAVASAP

bumi dan bangunan

bangunan.
Kamis, 05 1. Apel pagi . Mengentri data Arif Wahyudi
Maret 2015 2. Mengentri data mutasi Pajak bumi

terkait mutas dan bangunan.

Pajak Bumi dan

Bangunan.
Jum’at, 06 1. Mengentri data 1. Mengentri data Arif Wahyudi
Maret 2015 terkait mutas terkait mutasi PBB

PBB
Senin, 09 Maret 1. Sharing terkait 1. Mengetahui paak Drs. Gani
2015 paak bumi dan bumi dan bangunan o, M. S

bangunan lebih jelas

2. Memasukkan . Memasukkan  data

data SPPT SPPT Pagak Bumi

Pgak  Bumi dan Bangunan ke

dan Bangunan buku besar

ke buku besar
Selasa, 10 1. Apd Pagi 1. Mengentri  Wajib Arif Wahyudi
Maret 2015 2. Mengentri Paak baru pajak

Wajib  Pgak bumi dan bangunan

baru pajak

Bumi dan

Bangunan
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(a) (b) (©) (d)

Rabu, 11 Maret 1. Ape pagi Mengentri data Arif Wahyudi
2015 2. Mengentri data terkait mutasi PBB

terkait mutas

PBB
Kamis, 12 1. Mengentri data Mengentri data Arif Wahyudi
Maret 2015 terkait mutasi terkait mutasi PBB

PBB
Jum’at, 13 1. Mendata WP Mendata WP PBB Arif Wahyudi
Maret 2015 PBB objek baru objek baru
Senin, 16 Maret 1. Apel Pagi Mengentri data Arif Wahyudi
2015 2. Mengentri data terkait mutasi PBB

terkait mutas

PBB
Selasa, 17 1. Menulis laporan Menulis laporan Bisma Nur
Maret 2015 bulanan Pajak  bulanan Pajsk Bumi C2W2: S AP

Bumi dan dan bangunan pada

bangunan pada agenda

agenda Menulis Agenda

2. Menulis Surat Masuk.

Agenda Surat

Masuk.
Rabu, 18 Maret 1. Mengentri data Mengentri data Arif Wahyudi
2015 terkait mutas terkait mutasi PBB

PBB
Kamis, 19 1. Mengentri data Mengentri data Arif Wahyudi
Maret 2015 terkait mutas
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PBB

terkait mutasi PBB

40

Jum’at,
Maret

20

Mengentri data 1. Mengentri

terkait mutas
PBB
Berpamitan dan
berterima kasih
kepada semua
pegawai Dinas
Pendapatan
Dagerah
Kabupaten

Banyuwangi.

data Arif Wahyudi
terkait mutasi PBB
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4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata
Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan

Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan
kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;

b. Memintablangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang
telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata
(PKN) ke akademik;

d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.4 ldentifikas Subjek, Objek, Dasar Pengenaan Pajak, dan Tarif Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan
Daer ah Kabupaten Banyuwangi

4.4.1 Subjek dan Objek Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pgak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pasal 4, subjek
paak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata,
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau
memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi
dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasa dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam
pengertian bangunan adalah:

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti, hotel,
pabrik, dan emplasemenya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks
bangunan tersebut.

b. Jalan tol
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Kolam renang;

Pagar mewah;

Tempat olahraga;

Galangan kapal, dermaga;

Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak; dan
Menara

Objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak adalah:

a

4.4.2

Digunakan oleh pemerintah, pemerintah provins dan pemerintah daerah
untuk menyelenggarakan pemerintahan;

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum antara lain
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang
tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan seperti magjid, gergja, rumah
sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dil;

Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sgjenis dengan
hal dimaksud,;

Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman
penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum
dibebani suatu hak.

Dasar Pengenaan Pgjak (DPP), Tarif, Cara Penghitungan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dasar
pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jua Objek Pagak (NJOP).
Besarnya NJOP ditetapkan setigp 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu

dapat ditetapkan setiap tahun sesual dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan

besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Kepala

Daerah. Cara penghitungan Pgjak Bumi dan Bangunan, yaitu besarnya pokok pajak
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bumi dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan
dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak.
Besarnyatarif pajak bumi dan bangunan di tetapkan sebagai berikut:
1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;

2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2%

(nol koma dua persen) per tahun.

Contoh Penghitungan Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

sebagai berikut:

Nama Wagjib Pgjak atas nama Sunyoto Kalipuro Banyuwangi pada tahun 2015 |,

Bulusan RT. 001 RW. 02 Lingkungan Krajan Banyuwangi.
Luas tanah 199 dengan NJOP per M? Rp. 20.000
Maka besarnya pgjak yang terutang adal ah:

Penghitungan

Bumi 199 M? x 20.000 =

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)

NJOP untuk penghitungan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang 0,1 %x 3.980.000,-
Jadi Pgjak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar adalah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

3.980.000,-

3.980.000,-

0,-
3.980.000,-
3.980,-
10.000,-
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45 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2)

Dispenda I_p Wajib Pajak I—p Bank Persepsi

Gambar 4.1 : Tata Cara Pembayaran PBB-P2
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015

Keterangan:
1. Pihak Dispenda menerbitkan SPPT yang kemudian diserahkan kepada

kecamatan lalu ke kelurahan dimana akan diserahkan kepada wajib pajak;

2. Wajib pgak menerima SPPT tersebut dimana SPPT tersebut harus dilunasi
paling lambat 6 bulan sgak diterimanya SPPT oleh wajib pgak. Jika tidak
dibayar atau mengalami keterlambatan maka dikenai denda terhitung dari saat
jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu 24 bulan.

3. Bagi wajib pgak yang sudah menerima SPPT tersebut bisa langsung

dibayarkan ke bank persepsi.
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4.5.1 Pembayaran Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Bank

Tempat Pembayaran

Wajib Pajak

!

Pos

Bank Jatim/ Kantor

l

Bukti Setoran
Rangkap 4

Lembar 1
untuk wajib
pajak

Lembar 2
untuk
Dinas

Lembar 3 untuk
desa/kelurahan

Lembar 4
untuk
Bank/Tempat
Pembayaran

Gambar 4.2 : Pelaksanaan Administras Pembayaran PBB-P2 melalui Bank

Tempat Pembayaran

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015
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Keterangan:

1. Wagjib Pgak membayar PBB-P2 terutang secara tunai dengan menunjukkan
SPPT/SKPD atau NOP pada Bank Jatim atau Kantor Pos,

2. Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah dilakukan
Kliring;

3. Bank Jatim atau Kantor Pos menandatangani STTS atau SSPD atau dokumen lain
yang sah dibuat rangkap 4 (empat) sebagai bukti pengesahan atas pembayaran
PBB-P2 masing-masing:

a. Lembar 1 (satu) untuk Wajib Pgjak

b. Lembar 2 (dua) untuk Dinas

c. Lembar 3 (tiga) untuk Desa/lK elurahan

d. Lembar 4 (empat) untuk Bank/Tempat Pembayaran

4.5.2 Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

Wajib Pajak Petugas Bendahara
Pemungut Desa/K elurahan

DPH
(rangkap 5)

Bank Jatim/
Kantor Pos

Gambar 4.3 : Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015
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Keterangan:

1. Wagjib Pgak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD
kepada Petugas Pemungut;

2. Wgib Pgak menerima tanda terima setoran lembar kel (lembar kesatu)
sedangkan lembar ke-2 untuk petugas pemungut;

3. Atas dasar pembayaran dari wajib pgak, petugas pemungut menyetorkan
keuangan PBB-P2 ke Bendahara desa’kelurahan untuk disetorkan ke bank jatim
atau kantor pos dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) sebanyak
rangkap 5 (lima). Setelah DPH diregistrasi olen Bank Tempat Pembayaran
kemudian dikembalikan untuk disampaikan kepada:

1. Desalkelurahan (lembar ke-1)

Dinas Pendapatan Daerah (lembar ke-2)

Kecamatan (lembar ke-3)

Petugas Pemungut (lembar ke-4)

Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5)

o ~ W DN

Dari alur diatas jika wajib pagjak sudah menerima SPPT maka diharapkan
dengan sadar segera membayar pagak tersebut agar tidak dikenai denda dan muncul
tunggakan diakibatkan belum membayar pajak tersebut. Wajib pajak terkadang masih
menunda membayar pajak dimana akan berakibat munculnya tunggakan, jika sudah

muncul tunggakan wajib pajak enggan menyel esaikan pembayaranya.

4.5.3 Daftar Tunggakan Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan (PBB-
P2) tahun 2009 sampai 2013

Hampir setiap tahun, Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) di Banyuwangi selau terjadi tunggakan. Tahun pertama tunggakan belum
terselesaikan timbul tunggakan baru sehingga tunggakan yang ada semakin
menumpuk dan tugas Dispenda untuk mengatasi tunggakan ini semakin berat.
Berikut data jumlah tunggakan tahun 2009 sampai 2013:
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Tabel 4.3 : Data Jumlah Tunggakan

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah 1.608.343.694  2.863.118.438 4.081.459.904 4.,941.186.493 5.129.974.731
Tunggakan

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2014

Dari data diatas menunjukkan bahwa tunggakan pada setiap tahun selalu
meningkat. Dari jumlah tunggakan tersebut terdapat 24 kecamatan dan tunggakan
terbanyak terdapat di kecamatan Kalipuro, dapat dilihat padalampiran hal 68 . Hal ini
mungkin disebabkan tidak sedikit tanah atau bangunan yang ada di wilayah perkotaan
dibiarkan begitu sgja oleh pemiliknya. Hal ini salah satu penyebab tunggakan tidak
terselesaikan karena petugas mengalami kesulitan karena tanah atau bangunan tidak
ada penghuni atau mungkin penghuni tersebut berada diluar kota. Adapun contoh
kasus dari wajib pgjak yang belum melunasi kewgjiban perpajakannya setelah jatuh
tempo pembayaran yang menimbulkan tunggakan dan wajib pajak tersebut dikenakan

sanksi administrasi yaitu berupa denda. Berikut contoh data jumlah tunggakan beserta

dendanya
Tabel 4.4 : Data Jumlah Tunggakan beserta Denda
Nama Tah Sy PBB Dend T al B
un enda an ayar
WP Tempo 99 y
Sunyoto 2015 31 Agustus2015 10.000 0 28 Me 2015

Sunyoto 2014 31 Oktober 2014 10.000  1.600 04 Juni 2015

Sunyoto 2013 31 Agustus2013 5000  2.200 04 Juni 2015

Sunyoto 2012 31 Agustus 2012 5.000 2.400 04 Juni 2015

Sunyoto 2011 31 Juli 2011 5.000 2.400 04 Juni 2015

Sunyoto 2010 30 Juli 2010 5000  2.400 04 Juni 2015
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2015
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa Wajib Pgak yang terlambat
membayar PBB-P2 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per
bulan. Data diatas menunjukkan bahwa Wajib Pgak atas nama Bapak Sunyoto
mempunyai tunggakan dari tahun 2010 sampai 2014, karena muncul tunggakan maka
dikenakan sanksi yaitu berupa denda sebesar 2% per bulan tetapi dari data tersebut
denda yang dikenakan dihitung per 2 tahun dan denda tersebut dihitung sesuai dengan
tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaranya.

Penghitungannya sebagai berikut:
Tahun 2010 =PBB x Tarif

= Rp 5.000 x 2% = Rp 100
Jumlah Denda = Rp 100 x 24 bulan

= Rp 2.400
Tahun 2011 =PBB x Tarif

= Rp 5000 x 2% = Rp 100
Jumlah denda = Rp 100 x 24 bulan

= Rp 2400
Tahun 2012 =PBB x Tarif

= Rp 5.000 x 2% = Rp 100
Jumlah denda = Rp 100 x 24 bulan

= Rp 2.400
Tahun 2013 = PBB x Tarif

= Rp 5000 x 2% = Rp 100
Jumlah denda = Rp 100 x 22 bulan

=Rp 2.200
Tahun 2014 =PBB x Tarif

= Rp 10.000 x 2% = Rp 200
Jumlah denda = Rp 200 x 8 bulan

= Rp 1.600
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Dari perhitungan diatas maka PBB beserta denda yang dibayarkan oleh Wajib
Pajak adalah sebagai berikut:
Jumlah PBB yang harus dibayar = Tahun 2010 Rp 5.000
Tahun 2011 Rp 5.000
Tahun 2012 Rp 5.000
Tahun 2013 Rp 5.000
Tahun 2014 Rp 10.000
Tahun 2015 Rp 10.000 +
Rp 40.000
Jumlah Denda yang harusdibayar =  Tahun 2010 Rp 2.400
Tahun 2011 Rp 2.400
Tahun 2012 Rp 2.400
Tahun 2013 Rp 2.200
Tahun 2014 Rp 1.600 +
Rp 11.000
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4.6 Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)

Dispenda Menerbitkan
STPD

Kecamatan

Desa/
kelurahan

Wajib Pajak

Gambar 4.4 : Prosedur Penagihan Piutang Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015

Keterangan:
1. Dispendamenerbitkan STPD jika:
a. Pgak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
b. Wagjib dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda;
2. STPD yang telah diterbitkan oleh Dispenda, dikirimkan ke kecamatan
kemudian petugas kecamatan menyerahkan STPD kepada kelurahan/desa;
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3. Kelurahan/desa setelah menerima STPD, kemudian disebarkan kepada wajib
pajak;
4. Wagjib Pgak yang telah menerima STPD, diwajibkan membayar kekurangan

pajak terutang / kurang bayar yang tercantum dalam STPD beserta sanksi

administrasi berupa bunga/denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Berdasarkan Penagihan Piutang PBB-P2 Wajib Pajak harus melunasi utang

pajaknya beserta sanksi administrasi berupa bunga/denda, berikut data pelunasan
PBB-P2 beserta dendanya:

Tabel 4.5 Pelunasan PBB-P2 beserta Dendanya

Nama Jumlah Tangga
- Tahun Jatuh Tempo PBB  Denda Bayar Bayar
Sunyoto 2015 31 Agustus2015 10.000 O 10.000 28 Mei
2015

Sunyoto 2014 31 Oktober 2014 10.000 1.600 11.600 04 Juni
2015

Sunyoto 2013 31 Agustus 2013 5.000 2.200 7.200 04 Juni
2015

Sunyoto 2012 31 Agustus 2012 5000 2400 7.400 04 Juni
2015

Sunyoto 2011 31 Juli 2011 5.000 2.400 7.400 04 Juni
2015

Sunyoto 2010 30 Juni 2010 5000 2400 7.400 04 Juni
2015

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2015
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Dari data diatas dapat dibuat jurnal sebagai berikut:
1. Jurna sebelum Pembayaran PBB-P2 dari tahun 2010-2014
a. Bagi Wajib Pajak

PBB-P2 Rp 40.000
Denda Rp 11.000
Utang Rp 51.000
b. Bagi Dinas Pendapatan
Piutang Rp 51.000
PBB-P2 Rp 40.000
Denda Rp 11.000

2. Jurnal setelah Pembayaran PBB-P2 beserta dendanya
a. Bagi Wgjib Pgjak
Utang Rp 51.000
Kas Rp 51.000

b. Bagi Dinas Pendapatan
Kas Rp 51.000
Piutang Rp 51.000
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4.7 Kedaluwar sa Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012

tentang Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kedaluwarsa

penagihan pagjak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) sebagai berikut:

1.

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sgak saat terhutangnya pajak,

kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan

daerah.

Kedaluwarsa penagihan pagjak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh

apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa ; atau

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pgjak, baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sgak tangga

penyampaian surat paksa tersebut.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah Wagjib Paak dengan kesadaranya menyatakan masih

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

pemohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
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4.8 Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan Khususnya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan Praktek Kerja
Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku dinas
yang diberi wewenang oleh Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan pengelolaan
paak daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sedikit mengalami
kesulitan dalam administrasi perpgjakan khususnya Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kesulitan yang dipikul Dinas Pendapatan
Kabupaten Banyuwangi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak mempunyai
kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang paak
sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan tunggakan. Perkembangan jumlah
tunggakan pembayaran pagjak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin
besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan
peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya.
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BAB 5 PENUTUP

5.1 Kessmpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan praktek kerja nyata di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi dan laporan yang telah disusun oleh penulis dapat
disimpulkan bahwa:

1. Pagjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jatuh tempo
pembayaran pgjak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan segjak tanggal
diterimanya SPPT oleh wajib pajak;

2. Dinas Pendapatan Daerah melakukan penagihan menggunakan STPD melalui
jasa kelurahan kepada wajib pagak yang belum melunasi kewajiban
perpajakannya;

3. Jka setelah terjadi penagihan wajib pgak belum melakukan kewajiban
perpgakannya maka akan terjadi tunggakan pgak, yang mengakibatkan

tunggakan akan semakin besar.

5.2 Saran
Saran penulis bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan memberikan kemudahan bagi
wajib pgak yang akan menjalankan kewagjiban perpajakannya, khususnya
dibidang Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2);

2. Perlunya juru sita pagjak dalam prosedur penagihan piutang pajaknya agar
penerimaan pajak menjadi lebih optimal;

3. Kepatuhan wajib pajak harus lebih ditingkatkan lagi sehingga tunggakan-
tunggakan yang ada menjadi lebih berkurang.
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a. Surat Permohonan Tempat Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor :389/UN25.1.2/5P/2015 3 Pebruari 2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi
Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM _ PROGRAM STUDI
1. | Galuh Nina Jelita 120903101011 DIII Perpajakan
Tri Wulandari 120903101068 DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.
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b. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN
| Jin. Jaksa Agung Suprapto Nomor 140 Telepon (0333) 418818 , Fax 419614
Email : dispenda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

Banyuwangi, (- Pebruari 2015

Ke;
MNomor : BOO/ OBF /429.116/2015 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Sifat : Penting Ilmu Politik Universitas Jember
Lampiran : - di-
Perihal : Balasan ijin PKN JEMBER

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi Nomor : 072/96/REKOM/429.204/2015 Tanggal
05 Pebruari 2015 perihal tersebut pada pokok surat diberitahukan bahwa:

1. Nama : GALUH NINA JELITA
NIM : 120903101011

2. Nama : TRI WULANDARI
NIM : 120903101068

Terhitung mulai tanggal 16 Pebruari s/d 20 Maret 2015 kami terima
untuk PKN di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan ketentuan
wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan setelah selesai PKN
wajib menyerahkan hasilnya.

Demikian untuk menjadi maklum.
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c. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 504/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi nomor
800/055/429.116/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat PKN, maka dengan ini
Dekan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM PROGRAM STUDI
Galuh Nina Jelita 120903101011 DIIl Perpajakan
2. | Tri Wulandari 120903101068 DIl Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi,
terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 20 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Pebruari 2015

if. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
2. Kaprodi DIlI Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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d. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342

Fax (0331) 335586 Jember 6812 1Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 503/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sesial dan [imu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B.,M.M
NRP : 760014664

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas [Imu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, terhitung
mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 20 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa
sebagai berikut :

No. Nama NIM PROGRAM STUDI
Galuh Nina Jelita 120903101011 DIII Perpajakan
2. | Tri Wulandari 120903101068 DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Pebruari 2015

2 L
. ¥_ Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.

;}‘ N_]P 19520727 198103 1 003

\ e
N o,
N

e
i

Tembusan :
1. Ketua Program Studi DII] Perpajakan FISIP Unej
2. Kasubag Akademik FISIP Unej
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e. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN)

ABSENSI KEHADIRAN
PKN (PRAKTEK KERJA NYATA) MAGANG
DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

No. Hari/Tanggal Paraf Keterangan
1. |Senin, 16-02-2015 o
2. |Selasa, 17-02-2015
3. [Rabu, 18-02-2015 (/
.

|5, [Jumat, 20-02-2015 i . TN

Senin, 23-02-2015
Selasa, 24-02-2015
Rabu, 25-02-2015
Kamis, 26-02-2015

27-02-2015

1 02-03-2015
16. |(Selasa, 03-03-2015
17. |Rabu, 04-02-2015
18. |Kamis, 05-03-2015
06-03-2015

09-03-2015
10-03-2015
11-03-2015
12-03-2015
13-03-2015

16-03-2015
17-03-2015
18-03-2015
32. [Kamis, 19-03-2015
33. |Jumat, 20-03-2015

Banyuwangi, 16 Februari 2015

Mengetahui,

g PBB dan BPHTB Mabhasis

o

v,

Galuh Nina Jel
NIM 120903101011
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f.

Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSJTAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

11, Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp, (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip it .ot Telp, (O b

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]J

NILAI
NO. INDIKATOR PENILATAN ANGKA HURUF
1 Penguasaan Materi Tugas 8 4 A
2 | Kemampuan / Kerjasama 85 A
3 | Etika 90 A
4 | Disiplin 90 A
NILAI RATA - RATA 87; ‘?J; A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Galuh Nina Jelita
NIM : 120903101011
Jurusan : [lmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai
Nama : Drs. Gani Fianto, MSi
NIP : 19631112 199203 1 006
Jabatan : Kepalg
Instansi

NO. | ANGKA | HURUF KRITERIA

1 80 > A Sangat Baik
2 70-79 B Baik

3 60 - 69 [} Cukup Baik
4 50-59 D Kurang Baik
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g. Surat Keterangan Selesai Magang

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN

Jin. Jaksa Agung Suprapto Nomor 140 Telepon (0333) 418818 , Fax 419614
Email : dispenda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/ £08  /429.116/2015

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor :
072/96/REKOM/429.204/2015 Tanggal Pebruari 2015 perihal rekomendasi Ijin
Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

menerangkan bahwa :
1. NAMA : GALUH NINA JELITA
NIM : 120903101011
2. NAMA : TRI WULANDARI
NIM : 120903101068

Telah selesai melaksanakan Prakick Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten
Banyuwangi terhitung mulai tanggal 16 Pebruari s/d 20 Maret 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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h. Surat Tugas Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT TUGAS
Nomor : 1064 /UN.25.1.2/SP2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma [II Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas [Imu Sosial dan [lmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB
NIP : 197909192008122001
Jabatan : Asisten Ahli

Pendidikan Tertinggi : S-2
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :
L

Nama : Galuh Nina Jelita

NIM 1 120903101011

Judul Tugas Akhir  : (Dalam Bahasa Indonesia)
Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas
Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

(Dalam Bahasa Inggris)
Optimalization Of Collection Of Receiveables On Land Building Tax 4t
Revenue Departement Of Banyuwangi Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baik

Jember, 24 ret 2015
ehibantu Dekan _.Bidang Akademik .

rs. H_i_mawﬁn ayu Patriadi, MA, Ph.D_\/
1P 1'96-1__0828 1992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi ’ :
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan

4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip
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i. Surat Konsultasi Bimbingan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

{1 3 ampus Tepalbons Telp (DI51) TI9SRA 531587 Fax (0531) 334586 Jomber 68121
Cmaul ; fisipung gicikom net. Telp, (0331) 132736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA 111 PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Galuh Nina Jelita

NIM : 120903101011

Jurusan : lmu Administrasi

Program Swdi : Diploma 111 Perpajakan

Alamat Asal @ Dsn. Sukorejo Desa. Lemahbangkulon Rt. 02 Rw. 02
Kec, Singojuruh Kab. Banyuwangi

Judul Laporan :

Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dun Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

(bahasa Indonesia)

(bahasa Inggris)
Procedure of Receivable Collection of Urban and Rural Land and Building Tax at Revenue
Pepartmem of Banvuwangi Regency

Dosen Pembimbing :

i i TANDA
INO  HARUTANGGAL |  JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
| PEMBIMBING
[ I : 5 | iz
|1 Rabu.0l April 2015 | 09.00 Revisi Judul >
e : | Mengajukan  Outline&Daily | £
3 : 02 M5
l 2 Kamis, 02 April 2013 : 10.00 | Activity
[ 3 Selasa, 7 April 2013 | 09,30 Mengajukan Bab | %
4 Jum'at, 10 April 2015 10.00 Revisi Bab | 7/
5 Rabu, 15 April 2015 09,00 Mengajukan Bab 2 dan 3 %
6 | Jum'w, 17 April 2045 | 11.00 Revisi Bab 2 dan 3 i 74
Rabu, 29 April 2013 10.00 Mengajukan Bab 4 dan 3 \/ .
|8 Rabu, 6 Mei 2013 1000 | Revisi Bab 4 dan S B
9 Kamis, 7 Mei 2015 09,00 Ace Ujian PKN \ﬁ /

Canatan :
Lembaran ini DIBAWA suat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendafiar sidane laporan hasil PKN
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j.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

1. 01FIa5ETNG

GMINMTI 21458

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN =215
Lo J 3t 20, T #2202

Ol 54

ENPEt L EAD

LETAK OBJEK PAJAK s NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
AR AN : sbsuMvoTn
oz LINGR: KRAIAN
AT, 001 RW. 0Z
BULUSAN

LHANG T

Lokl YUWANGT
BELUM ADA

OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS

NJOF (Rp)

PER M2

[<]
I

199

NJOP sebagal dasar pengenaan PBB = T
| NJORTKP (NJOP Tidatk Kera Pajak) = -

- MJOP untuk penghitungan PEB - = z N0
Pajekc i clan AN = h

=PULURE. B

HU RUP I&H

“PAJAK BUWI DAN EANGUNAN YANG HARUS DIBAVAR (Rg)

10: Goo

TOL JATUHTEMPO =) sciy 2oig
| TEMPAT PEMBAYARAN, 101 0y

=1 =¥ NS Erd=E K =1L W Tl W vs

4 JAN 2015
NAS FENDAFATANM

tMAN, B, BOE. » M
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k. Daftar Rekapitulasi Sisa Pokok PBB-P2

-

REKARTULASR B5A POKOK PEB-P2
S0 MINGGU W § DESEMBER s 2014

TaNGGAL _ 31 DESEMBER 014 (LMP SISMIOP S0 TG

31 DESEMBER 2014)

Eariurwang |

Januan 2018
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|. Daftar Tunggakan beserta Dendanya

lihat penerimaan

Nama Wajib Pajak  SUNYJTO

Jalan Objek Pajak  LINGK KRAAN Blok Kav Ne
) Jalan Wajib Pajak  LINGK KRAJAN Blok Kav No
2 Filter
Nama WP Tanhun Jatuh Tempo Status Pembayaran PBE  Denda JumlshBayar Ke TangoalBayar TangoalRekam  Perekam  B:
' SUNYOTO 2015 31 Agqustis 2015 LUNAS 10,000 0 10000 1 2BMei2013 28 Mei 2013 drivethry Bl
SUNYOTO 2014 31 Oktober2014  BELUM LUNAS 10,000 1600 0o
SUNYOTD 2013 31 Agustus 2013 BELUM LUNAS 5000 2200 0o
SUNYOTO 2012 31 Agustus 2012 BELUM LUNAS 5000 2400 0o
SUNYOTO 2011 31 Juli 2011 BELUM LUNAS 5000 2400 00

SUNYOTO 2010 30 Juli 2010 BELUM LUNAS 5000 2400 0o
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Catatan Pembayaran

lihat penerimaan

CATATAN PEMBAYARAN

[[/CFS SR R A

Nama Waib Pajak  SUNYOTD

m. Pelunasan PBB-P2 beserta Dendanya

olan Objek ajak LG KRALKN Blok Kz No
Jalan Wajib Pajzk  LNGEIRALN Blok Kav e
Filter
NamaWP Tahwn JatuhTempo  StatsPembayaran P  Denda JumlghBaysr Ko TanggalBayer  TanggalRekam  Perekam  Bank
bOSUNNOTO 2015 31 Agushus 2015 LUNMS 10000 0 10000 1 28 Mei 2015 28 Mei 2015 drmvethrs  BPD JATIM
SUNYOTO 200 31 Ohdober 2014 LUNAS 10000 1500 11600 1 04 Juni 2013 [ Juni 2013 drivethr  BPD JATIM
SUAYOTD 2013 31 Agushus 2013 LUNAS 5000 2200 1001 0 duni 2015 (4 Juni 2015 drivethry  BPD JATM
SURYOTD 2012 31 Agushus 012 LUNAS 5000 2400 TAOD 1 Ddouni 2013 (4 Juni 2013 dnvethas  BPD JATM
SUNYOTO 2011 31 Jubi2011 LLAS 5000 2400 TAOD 1 W Juni 2013 (4 Juni 2015 drivethe  BPD JATIM
SUNYOTD 2010 30 Jub 2010 LUNAS 5000 2400 TAOD 1 O Jumi 2013 (4 Jumi 2013 drivethy  BPD JATIM

hitp://10.100.210.10/SISMIOP/

Page 1

04-Jur
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n. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2012

Mengingat

Menimbang :

1.

BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun
1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara 4189);

3. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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0. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

: a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah

yang berperan penting guna membiayai penyelenggaran pemerintahan
dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan
kemandirian Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga pelaksanaannya harus
diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3029);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4953);
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p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Menimbang :

a.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

73


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

	1.cover TA depaan(1).pdf
	2. Persembahan(1).pdf
	BAB 1(1).pdf
	BAB 3a(1).pdf
	bab 3b(1).pdf
	BAB 3c(1).pdf
	BAB 4 part 1(1).pdf
	Bab 4 part 2(1).pdf
	BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN(1).pdf
	DAFTAR PUSTAKA(1).pdf
	Lampiran(1).pdf

